'SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 725/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BAGELENAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa
Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981),

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU /X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMIS!I PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGELENAN KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 Sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGELENAN

ttd.

Shofian Ermadiono

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 725/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGELENAN
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA BAGELENAN
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
ASMADI L |RT 001 RW 001 BAGELENAN
2. | MISWANDI L | RT 001 RW 001 BAGELENAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BENY YULIANTO L | RT 002 RW 001 BAGELENAN
2. | SUGENG GUNAWAN L | RT 003 RW 001 BAGELENAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | HERLINA EFEDI L | RT 001 RW 002 BAGELENAN
2. | CANDRA DERMAWAN L | RT 002 RW 002 BAGELENAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
REDY AGUS WIDODO L | RT 003 RW 002 BAGELENAN
2. | HERIS EFENDI L | RT 003 RW 002 BAGELENAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT

1. | BUDIAWAN DWI YULIANTO L | RT 001 RW 004 BAGELENAN
2. | MASRUR EFENDI L | RT 001 RW 003 BAGELENAN




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ALIP DWI SANTOSO L | RT 003 RW 003 BAGELENAN
2. | BUDI WINARYO L | RT 002 RW 003 BAGELENAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ADY SUCIPTO L | RT 002 RW 004 BAGELENAN
2. | SUYANTO L | RT 002 RW 004 BAGELENAN

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGELENAN

ttd.

Shofian Ermadiono

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




-

'SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 726/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI1/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN DANDONG KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilithan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan
Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemililhan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DANDONG KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DANDONG

ttd.

Andik Rahmad Saleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 726/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DANDONG
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DANDONG
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TITO DWI PUTRANTO L él{v B(%I?NGIN TIMUR 46 RT. 001
2. | ANDIK SETIAWAN L ;1‘%, K(I) (ﬁGENG COLEKSONO RT. 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT

DIMAS EKA BAGUS SEJIWA L |JL. STADION 4 RT. 001 RW. 002
2. | RADEA SINGGIH PRASTAWA | L |JL. KIPAS TIMUR 35 RT. 002 RW. 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
RIDHWAN FACHROZI L {JL. EKO KARYO RT. 003 RW. 003
2. | EFENDI SUGIARTO L | JL. RAYA DANDONG RT. 002 RW. 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
DIDIK SETYO UTOMO L |JL. KARYO MIHARJO RT. 002 RW. 004
2. | FITRA ADITYA L |JL. KARYO MIHARJO RT. 002 RW. 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT

SUTRISNO L | JL. KELAPA GADING RT. 002 RW. 005
2. | YAFA ISNAINI L | JL. PINANG TIMUR RT. 001 RW. 005




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
MUHAMMAD IHSAN L | JL. KELAPA GADING RT. 003 RW. 005
2. | SURIPTO L | JL. KELAPA GADING RT. 003 RW. 005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | NURHADI L JL. TANJUNG RT. 003 RW. 006
2. | AGUNG NUROKHIM L JL. SAWO RT. 002 RW. 006

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DANDONG

ttd.

Andik Rahmad Saleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




'SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 727 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA DERMOJAYAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa
Dermojayan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU /X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DERMOJAYAN KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Dermojayan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DERMOJAYAN

ttd.

Freti Winda Astanty

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 727/PP.04.2-Kpt/ 3505 /KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DERMOJAYAN
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA DERMOJAYAN
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUSWANTO L | DADAPAN RT 03 RW 01 DERMOJAYAN
2. | SAMSURI I. | DADAPAN RT 01 RW 01 DERMOQJAYAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
IMAM MUKAROM L | DADAPAN RT 01 RW 02 DERMOJAYAN
2. | AGUS BUDIONO L | DADAPAN RT 03 RW 01 DERMOJAYAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

EDI PURWANTO

L | DEMANGAN RT 02 RW 03 DERMOJAYAN

2.

ABDUL KAFIT

L | DEMANGAN RT 03 RW 03 DERMOJAYAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
IMAM SAFROZIN L | DEMANGAN RT 03 RW 01 DERMOJAYAN
2. | ALI YULIANTA L | DEMANGAN RT 01 RW 01 DERMOJAYAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | JAINAL ARIFIN L | DEMANGAN RT 04 RW 01 DERMOJAYAN
2. | MUHAMAD NUR KHOLIS L | DEMANGAN RT 02 RW 01 DERMOJAYAN




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | AIWAN JAZULI ROHMAD L | DEMANGAN RT 01 RW 03 DERMOJAYAN

2. | AHMAD MIFTAHUR ROMDON | L | DEMANGAN RT 04 RW 02 DERMOJAYAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
EKO SUSANTO L | DEMANGAN RT 05 RW 03 DERMOJAYAN
2. | MUKAROR L | DEMANGAN RT 04 RW 03 DERMOJAYAN

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DERMOJAYAN

ttd.

Freti Winda Astanty

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

_Kepala Sub Bagian Hukum,




' SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 728 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KANDANGAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa
Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;




Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara




Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU /X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa Kkerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANDANGAN

ttd.

Subana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 728/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KANDANGAN
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA KANDANGAN
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

YUDI SAPUTRO

L | DUSUN DUREN RT 01/01 KANDANGAN

2.

IMAM BASORI

L. | DUSUN DUREN RT 01/01 KANDANGAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUWEKNYO L. | DUSUN DUREN RT 03/01 KANDANGAN
DUSUN KANDANGAN RT 04/02
2. | IMAM MUKHOLIB L | KANDANGAN
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
DUSUN KANDANGAN RT 01/02
1. | MAKRON L | KANDANGAN
DUSUN KANDANGAN RT 02/02
2. | NUR KHOLIK L | KANDANGAN
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
DUSUN DARUNGAN RT 01/03
1. | RASUL EFENDY L | kAND ANGAN
DUSUN KANDANGAN RT 01/02
2. | DARMADI L | kAND ANGAN
E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT
DUSUN DARUNGAN RT 02/03
1. | PARWOTO L KANDANGAN
DUSUN DARUNGAN RT 03/03
2. | TRIMO L KANDANGAN




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
DUSUN DARUNGAN RT 04/03
1. | ISMAIL L KANDANGAN
DUSUN DARUNGAN RT 05/03
2. | SAMSUN L KANDANGAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
DUSUN DARUNGAN RT 05/03
1. | SUGENG HARIADI L KANDANGAN
DUSUN DARUNGAN RT 06/03
2. | SUGITO L KANDANGAN

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANDANGAN

ttd.

Subana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




'SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 729/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KARANGGAYAM KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa
Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemillhan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGGAYAM KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGGAYAM

ttd.

Siti Khoiriyvah

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR
epala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 729/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGGAYAM
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGGAYAM
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
MUHAMAD PANDI L | DSN KARANGGAYAM I
2. | SULISTIAWAN L | DSN KARANGGAYAM 11

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
AHMAD DUKAK L | DSN KARANGGAYAM I
2. | SEBASTIAN SOE L | DSN KARANGGAYAM I

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT

REDI PRIYONO L | DSN KARANGGAYAM II
2. | AHMAD NUR CAHYO HARIYADI L | DSN KARANGGAYAM I

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUYITNO L | DSN KARANGGAYAM I
2. | SAIFUDIN L | DSN KARANGGAYAM II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT

IMAM MASHUDI L | DSN KARANGGAYAM II
2. | AGUS SALIMI L | DSN KARANGGAYAM I




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SAIFUL MUTAQIN L | DSN KARANGGAYAM I
2. | SIDIQ ADI PRABOWO L | DSN KARANGGAYAM 11

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
KHOLISON DAROINI L | DSN KARANGGAYAM III
2. | MUJIONO L | DSN KARANGGAYAM III

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PURWANTO L | DSN KARANGGAYAM III
2. | ROBANGI L | DSN KARANGGAYAM 111

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUWANTO GULIT L | DSN KARANGGAYAM III
2. | AGUS SUPRIYONO L | DSN KARANGGAYAM III

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGGAYAM

ttd.

Siti Khoirivah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




' SALINAN

b

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 730/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan
Kuman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemililhan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemmutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU /X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAUMAN

ttd.

Endang Retno Djumilah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 730/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAUMAN
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAUMAN

DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
LING KAUMAN RT.001 RW.002

1. | M. SAIFURROHMAN L KELURAHAN KAUMAN
LING KAUMAN RT.002 RW.002

o i L KELURAHAN KAUMAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
2. | YOHANAS WIJAYA L g&gﬁ%ﬁgﬁgﬁ RW.002
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT

- v L e
2. | SYAIFUL MURTADO L @&gﬁg%ﬁg&ﬁ% RW.002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
LING KAUMAN RT.001 RW.003

1. | SUPRAPTO L | KELURAHAN KAUMAN
LING KAUMAN RT.002 RW.003

2. | SUGIYANTO L | KELURAHAN KAUMAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
LING KAUMAN RT.003 RW.003

1. | ISWANDI L | KELURAHAN KAUMAN
LING KAUMAN RT.004 RW.003

2. | YUDI SUSANTO L | KELURAHAN KAUMAN




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT

LING DARUNGAN RT.001 RW.004

1. | ABDUL ROCHIM L | KELURAHAN KAUMAN

LING DARUNGAN RT.003 RW.004

2. | AHMAD ARIF SETIAWAN L KELURAHAN KAUMAN

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAUMAN

ttd.

Endang Retno Djumilah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

pala Sub Bagian Hukum,




'SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 731/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KENDALREJO KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa
Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476/PP.04.2-Kpt/01/KPU /X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66 /PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KENDALREJO KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KENDALREJO

ttd.

Suratin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 731/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KENDALREJO
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA KENDALREJO

DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | EDI PRISTIWA L | KENDALSARI 3/1 KENDALREJO
2. | HARIYADI L | KENDALSARI 2/1 KENDALREJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | HERI SANTOSO L | KENDALSARI 3/2 KENDALREJO
2. | NURFUADI L | POLUHAN 4/1 KENDALREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
MOHAMAD EFFENDI L | KENDALASARI 2/2 KENDALREJO
2. | SUROSO L | POLUHAN 4/1 KENDALREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUJATMIKO L | POLUHAN 3/2 KENDALREJO
2. | SUPARNI L | POLUHAN 1/1 KENDALREJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
GATOT WAHYUDIHARJO L POLUHAN 2/2 KENDALREJO
2. | SHAIFUL L POLUHAN 2/2 KENDALREJO




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

- \ Bagian Hukum,
)

Al
Nty

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KENDALREJO

ttd.

Suratin




' SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 732/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Kerjen
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara




Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU /X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

AN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERJEN

ttd.

Muhammad Nasukan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 732/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERJEN KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA KERJEN
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
ASYUDI L | DESA KERJEN RT.001 / RW.001
2. | IMAM MUSLIH L | DESA KERJEN RT.001 / RW.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
YUDIK KRISTANTO L DESA KERJEN RT.002 / RW.001
2. | IBNU AGHIS L DESA KERJEN RT.003 / RW.001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

SAYID

L | DESA KERJEN RT.004 / RW.001

2.

MASRONI

L | DESA KERJEN RT.004 / RW.002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
MUHAMMAD MASTUR L | DESA KERJEN RT.002 / RW.002
2. | SAMUJIONO L | DESA KERJEN RT.002 / RW.002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUTRISNO L DESA KERJEN RT.002 / RW.002
2. | SUWANDI L DESA KERJEN RT.002 / RW.002




Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERJEN

ttd.

Muhammad Nasukan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

e Wub Bagian Hukum,
i
S




——

| SALI

AN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 733/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA MARON KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Maron
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara




Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615]);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON KECAMATAN SRENGAT
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARON

ttd.

Shofianto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 733/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA MARON
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
PIRNADIANTO L | DS. MARON RT O0O4 RW 003

2. | SUWARNI L | DSN. MARON RT 005 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
ASRUL BASUKI L | DSN. MARON RT 001 RW 002

2. | MUHAMMAD ALI HUDA L | DSN. MARON RT 004 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA

L/P

ALAMAT

M. NAIM MUKHROJI

L

DSN.

MARON RT 003 RW 003

ISNAN

L

DSN.

MARON RT 005 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
MALIKUL IKHSAN L | DSN. MARON RT 003 RW 003
2. | SUYONO L | DSN. MARON RT 005 RW 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | RINANDA ILHAM AKBAR L | DSN. LANGKAPAN RT 001 RW 001
MUHAMAD KHUSNUL
2. MUBAROK L | DSN. MARON RT 005 RW 002




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | HERU PUTRANTO L | DSN. MARON RT 003 RW 003
2. | HADIANTO L | DSN. LANGKAPAN RT 003 RW 001

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARON

ttd.

Shofianto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 734 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA NGAGLIK KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Ngaglik
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020,




Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor § Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66 /PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU /X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGAGLIK KECAMATAN SRENGAT
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGAGLIK

ttd.

Bilal Widodo

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ala Sub Bagian Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 734/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGAGLIK KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA NGAGLIK
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
AGUS PURNOMO L | DSN. SANGGRAHAN RT.003 RW.002
2. | SUTRISNO L | DSN. SANGGRAHAN RT.003 RW.002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUPRIONO L | DSN. NGAGLIK RT.001 RW.001
2. | PITONO L | DSN. NGAGLIK RT.002 RW.001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
ZAINUL ARIF L | DSN. NGAGLIK RT.004 RW.001
2. | MARSEHONO L | DSN. NGAGLIK RT.003 RW.001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
JONI KISWORO L | DSN. NGAGLIK RT.007 RW.001
2. | JUJUK EKO SETYAWAN L | DSN. NGAGLIK RT.003 RW.001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
YOSI FUADI L | DSN. NGAGLIK RT.005 RW.002
2. | SUNARDI L | DSN. NGAGLIK RT.002 RW.002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT

GIARNO L | DSN. SENDUNG RT.005 RW.002

2. | TRIADI SAPUTRA L | DSN. SENDUNG RT.004 RW.002




G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | BUDIONO BUYUT WONO WIRYO| L | DSN. SENDUNG RT.005 RW.001

2. | AHMAD MUJAHIDIN L | DSN. SENDUNG RT.004 RW.002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | IBNU WAQINUDIN L DSN. SENDUNG RT.004 RW.001
2. | KATIMAN L DSN. SENDUNG RT.003 RW.001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9}

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUPARNO L DSN. BILUK RT.002 RW.001
2. | SURYANI L DSN. BILUK RT.001 RW.001

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ENDI GUNTORO L DSN. BILUK RT.001 RW.002
2. | SUJARNO L DSN. BILUK RT.001 RwW.002

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SODIK ISMANI L DSN. BILUK RT.002 RW.002
2. | MARTUBI L DSN. BILUK RT.002 RW.002

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGAGLIK

ttd.

Bilal Widodo

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




'SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 735/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Pakisrejo
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020,




Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara




Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISREJO KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKISREJO

ttd.

Ririd Nur Afandi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

> Sub Bagian Hukum,




PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA PAKISREJO

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 735/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN
PEMUNGUTAN

PETUGAS

KETERTIBAN
SUARA DI DESA

TEMPAT
PAKISREJO

KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUDARTO L | DSN.PAKISAN RT 03 RW 01
2. | SISWANTO L | DSN.PAKISAN RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUTARNO L | DSN.PAKISAN RT 04 RW 01
2. | AHMAD SAIB L | DSN.PAKISAN RT 04 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
BAD'UL ALI L | DSN.PAKISAN RT 04 RW 01
2. | DIDIK SANTOSO L | DSN.LEMPUNG RT 03 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
ENDRO WAHYUDI L | DSN.LEMPUNG RT 04 RW 02
2. | HARIANTO L | DSN.LEMPUNG RT 01 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ASROR L | DSN.LEMPUNG RT 03 RW 03
2. | AGUS SISWOKO L | DSN.LEMPUNG RT 04 RW 02




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUYADI L | DSN.LEMPUNG RT 01 RW 04
2. | HARTOYO L DSN.LEMPUNG RT 02 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
MUHAMAD ALI MUHSON L | DSN.LEMPUNG RT 04 RW 04
2. | HARSOYO L | DSN.LEMPUNG RT 03 RW 04

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKISREJO

ttd.

Ririd Nur Afandi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




' SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 736/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PURWOKERTO KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa
Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURWOKERTO KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURWOKERTO

ttd.

Akhmad Aminudin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

a Sub Bagian Hukum,

AW S




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 736/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURWOKERTO
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA PURWOKERTO
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUJIONO L | DSN BEDALI RT.01/02 PURWOKERTO
2. | HERI CAHYONO L | DSN BEDALI RT.02/01 PURWOKERTO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | IMAM MAHFUD L | DSN BEDALI RT.02/02 PURWOKERTO
2. | MUH. HADI ROMDON L | DSN BEDALI RT.02/02 PURWOKERTO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
IVAN YOGA TRIYONO L | DSN.WATES RT 05/04 PURWOKERTO
2. | HENDRY EKO SETIAWAN L | DSN.WATES RT 02/04 PURWOKERTO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
RUDI SUNOKO L | DSN.WATES RT02/03 PURWOKERTO
2. | WAHUDIONO L | DSN.WATES RT05/04 PURWOKERTO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
KHOIRUL FATA L | DSN.WATES RT03/03 PURWOKERTO
2. | IBNU ROHIM L | DSN.WATES RT05/04 PURWOKERTO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)
No. NAMA L/P ALAMAT

ERIK SETIAWAN L | DSN.DOMOT RT03/05 PURWOKERTO
2. | AGUS HARNOKO L | DSN.DOMOT RT02/05 PURWOKERTO




G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MIFTAHUL ZAENI L | DSN.DOMOT RT 03/06 PURWOKERTO
2. | SUGI HARIONO L I DSN.DOMOT RT 02/05 PURWOKERTO
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KHOIRUL MUSTHOFA L | DSN.DOMOT RT 04/06 PURWOKERTO
2. | NISFATUL IFA ROMA L | DSN.DOMOT RT 04/06 PURWOKERTO
I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)
No. NAMA LJP ALAMAT
1. | SUBAKRI L [ DSN.DOMOT RT 03/08 PURWOKERTO
2. | FALAHUDIN L | DSN.DOMOT RT 02/08 PURWOKERTO
J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | AHMAD KHOIRI L | DSN.TUMPUK RT 02/09 PURWOKERTO
2. | RUBANGI L | DSN. TUMPUK RT 02/09 PURWOKERTO
K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MOHAMMAD MUHAIMIN L | DSN.TUMPUK RT 01/09 PURWOKERTO
2. | M. YASIN L | DSN.TUMPUK RT 04/09 PURWOKERTO
L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SAHUDI L | DSN.TUMPUK RT 02/10 PURWOKERTO
2. | AHMAD MUSA L | DSN.TUMPUK RT 02/10 PURWOKERTO

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURWOKERTO

ttd.

Akhmad Aminudin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 737/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilthan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa
Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG  PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOKAJANG KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELOKAJANG

ttd.

Joni Tri Nursamsu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 737/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOKAJANG
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA SELOKAJANG
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
PATONI L | DESA SELOKAJANG RT. 02/01
2. | AZIZ ANSORI L | DESA SELOKAJANG RT. 03/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
MUHAMMAD TAJIDIN L | DESA SELOKAJANG RT. 04/01
2. | TUKIRIN L | DESA SELOKAJANG RT. 05/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUMARDI L | DESA SELOKAJANG RT. 02/02
2. | SAYUTI L | DESA SELOKAJANG RT. 04/02
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TRIADMOJO L | DESA SELOKAJANG RT. 04/03
2. | ROMADON L | DESA SELOKAJANG RT. 03/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
WAHYUDA L | DESA SELOKAJANG RT. 02/03
2. | SAHURI L | DESA SELOKAJANG RT. 05/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6}
No. NAMA L/P ALAMAT

1. | IMAM MUDROPIN L | DESA SELOKAJANG RT. 05/04
2. | AWAN NERU L | DESA SELOKAJANG RT. 05/03




G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | AGUS L | DESA SELOKAJANG RT. 02/05
2. | SETIYO PRAMONO L | DESA SELOKAJANG RT. 03/05
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT

1. | AHMAD SOPINGI L | DESA SELOKAJANG RT. 05/05
2. | ARIS WIRANTO L | DESA SELOKAJANG RT. 04/07
I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)
No. NAMA L/P ALAMAT

1. | AHMAD SANIM L | DESA SELOKAJANG RT. 01/07

2. | AHMAD FAIZIN AL BAIHAQI L | DESA SELOKAJANG RT. 02/06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10}

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ZUNIB FAIDIN L | DESA SELOKAJANG RT. 03/06
2. | M. LUQMAN ZUAFIQ L | DESA SELOKAJANG RT. 01/07
K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)
No. NAMA L/P ALAMAT
ZAKYA KHOLIFATUL M L DESA SELOKAJANG RT. 01/07
2. | NAHCRONI L DESA SELOKAJANG RT. 04/06

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELOKAJANG

ttd.

Joni Tri Nursamsu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




' SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 738/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN SRENGAT KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan
Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara

-



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SRENGAT KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SRENGAT

ttd.

Muhammad Saifulloh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 738/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SRENGAT
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SRENGAT
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | NANANG TRIBOWO L | JL. TERATE SRENGAT
2. | PENDIK L | JL. TERATE

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | YULIANTO DWI ATMOJO L | JL. ANGGREK
2. | ARIYANTO L |JL. MAWAR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
BASUKI WIDODO L | JL. TANGSI
2. | AGUS SETYOBUDI L | JL. NUSA INDAH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | IMAM BADERI L |JL. KAMBOJA LINGK. I
2. | GUSBATIN L |JL. GENDERAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ADIB MUTTAQIN L |JL. GENDERAN GG. II
2. | MULYONO L |JL. CEMARA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)
No. NAMA L/P ALAMAT

1. | SUHARKO L | JL. CEMPAKA LINGK. II
2. | SUNTARA L |JL. KAMBOJA 71




G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | HARIADI L |JL. CEMPAKA

2. | BUDI WALUYO L | JL. CEMPAKA
H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT

1. | BAGUS L | JL. BONG CINO BARAT

2. | JUPRI L |JL. ARUMDALU NO 27
I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)
No. NAMA L/P ALAMAT

1. | ARIS SULAIMAN L | JL. DAHLIA

2. | MISWANTO L |JL. SIDOWAYAH SRENGAT
J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10) )
No. NAMA L/P ALAMAT

1. | AHMAD SUWITO L |JL. WIJAYA KUSUMA

2. | MULYONO L | JLN. BAKUNG KREBET
K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)
No. NAMA L/P ALAMAT

SARONI L | KREBET JL. PURING II
2. | SUREMI L | JL. PURING O1 KREBET

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SURYANI L | JABALAN TIMUR
2. | TUKRI MUJARODIN L | JABALAN TIMUR

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SRENGAT

ttd.
Muhammad Saifulloh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




' SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 739/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN TOGOGAN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilthan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan
Togogan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara




Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 /PP.04.2-Kpt/01/KPU /X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemililhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOGOGAN KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOGOGAN

ttd.

Endah Sriwahyuni

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 739/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN

PEMILIHAN BUPATI

TAHUN 2020

PETUGAS
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOGOGAN
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
DAN WAKIL BUPATI BLITAR

KETERTIBAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TOGOGAN

DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS

1)

TEMPAT

No. NAMA L/P ALAMAT
MAM LINGK. TOGOGAN RT 01 RW 01
ik e 4 KEL. TOGOGAN
LINGK. TOGOGAN RT 02 RW 01
2. | IMAM BADAR L KEL. TOGOGAN
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
LINGK. TOGOGAN RT 02 RW 02
e - KEL. TOGOGAN
LINGK. TOGOGAN RT 01 RW 02
2. | SUWHG = KEL. TOGOGAN
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
LINGK. KENDALDOYONG RT 01 RW
| BHEIRNTO L' | 01 KEL. TOGOGAN
LINGK. KENDALDOYONG RT 02 RW
o B i L' | 01 KEL. TOGOGAN
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
LINGK. KENDALDOYONG RT 03 RW
L T ARIFIN L' | 01 KEL. TOGOGAN
2. | MUCHRODJI L LINGK. KENDALDOYONG RT 05 RW

01 KEL. TOGOGAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
= LINGK. KENDALDOYONG RT 04 RW
1. | ERY SUTANTO L o e Serp g

5 | stee. ety ASNGARD L | LINGK. KENDALDOYONG RT 04 RW

01 KEL. TOGOGAN




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
LINGK. BENING RT 01 RW 01 KEL.
1. | PONIRIN L TOGOGAN
LINGK. BENING RT 02 RW 01 KEL.
2. | WAHYU DIANTO L TOGOGAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | IMAM GOZALI L LINGK. BENING RT 03 RW 01
2. | MASRURI L LINGK. BENING RT 03 RW 01

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOGOGAN

ttd.

Endah Sriwahvuni

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 740/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA WONOREJO KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilthan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota danWakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan

Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Wonorejo
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;



Mengingat

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
danWakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X /2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO - KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO

ttd.

Ahmad Khoirudin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 740/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA WONOREJO

DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | AMANU L | Ds WONOREJO RT02/RWO1
2. | ALI ASYHARI L | Ds WONOREJO RT02/RWO1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ACHMAT YASIR L | Ds WONOREJO RT05/RWO01
2. | AMIN TOHARI L | Ds WONOREJO RT01/RW02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MOH TAKRUL L | Ds WONOREJO RT04/RW02
2. | MIFTACHUL ABI L | Ds WONOREJO RT02/RW03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MANGKU SUDIBYO L | Ds WONOREJO RTO01/RW04
2. | MOH CHOLIQ L | Ds WONOREJO RT04/RW04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.

NAMA L/P ALAMAT

1.

IMAM HAMBALI L Ds WONOREJO RT05/RW04

2.

NUR ROKHIM L Ds WONOREJO RT01/RWO0S




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUPANGIN L Ds WONOREJO RT03/RWO03
2. | QOMARUDIN L Ds WONOREJO RTO02/RWO05

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO

ttd.

Ahmad Khoirudin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

/Kepala Sub Bagian Hukum,




